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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keuangan badan layanan umum di lingkungan

Kementerian Kesehatan perlu dikelola sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan

keuangan badan layanan umum di lingkungan

Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan pedoman

pengelolaan keuangan badan layanan umum di

lingkungan Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di

Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

www.peraturan.go.id



2016, No.1876
-3-

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009

tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 74);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009

tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

625/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman

Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan

Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian

Kesehatan

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014

tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016

tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016

tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 915) ;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016

tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU

adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas.

2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang

merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada

Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu

atau beberapa kegiatan dari suatu program.

3. Pola Pengelolaan Keuangan BLU, yang selanjutnya

disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktek bisnis yarg sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian

dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada

umumnya.

4. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya

disingkat RBA BLU, adalah dokumen perencanaan bisnis

dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target

kinerja, dan anggaran suatu BLU.

5. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis

tentang tolok ukur layanan minimum yarg diberikan oleh

BLU kepada masyarakat.

6. Pejabat Pengelola BLU adalah pejabat pada Satker BLU

yang terdiri atas pemipin, pejabat keuangan, dan pejabat

teknis.
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7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU di Lingkungan

Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi Satker BLU di

lingkungan Kementerian Kesehatan, dewan pengawas BLU,

dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan BLU untuk tercapainya peningkatan

mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU di

Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:

a. pembentukan BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. pengelolaan keuangan BLU; dan

c. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PEMBENTUKAN BLU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KESEHATAN

Pasal 4

Setiap Satker di Lingkungan Kementerian Kesehatan dapat

mengusulkan untuk menjadi BLU dengan memenuhi:

a. persyaratan substantif;

b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan administratif.

Pasal 5

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a terpenuhi apabila:

a. merupakan Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan

yang secara operasional menyelenggarakan pelayanan

kesehatan atau pendidikan;

b. mempunyai pengelolaan keuangan yang mandiri dan

dicirikan dengan:
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